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ABSTRAK  
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kejelasan sasaran 
anggaran, pengendalian internal, dan kualitas SDM terhadap kinerja manajerial pada OPD 
Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini bersifat explanatory research dengan pendekatan 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat struktural yang terdiri dari 
eselon II dan eselon III pada 26 Dinas di lingkup pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive 
sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yang 
digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda menggunakan 
software SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) kejelasan sasaran 
anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada OPD Provinsi 
Sumatera Barat, 2) pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
manajerial pada OPD Provinsi Sumatera Barat, 3) kualitas SDM berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja manajerial pada OPD Provinsi Sumatera Barat. 
 

Kata Kunci: Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, Kualitas SDM, Kinerja 
Manajerial 
 
 
 
PENDAHULUAN  

Efektivitas dan efisiensi kinerja 
manajerial Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) merupakan salah satu isu krusial 
dalam tata kelola pemerintahan di 
Indonesia (Hutama & Yudianto, 2019). 
Menurut Mahoney et al. (1963), kinerja 
manajerial merujuk pada kinerja individu 
yang merupakan bagian dari organisasi 
dalam berbagai kegiatan manajerial. 
Kinerja manajerial instansi pemerintah 
daerah adalah gambaran mengenai tingkat 
pencapaian sasaran atau tujuan sebagai 
penjabaran dari visi, misi, dan strategi 
instansi pemerintah daerah yang 
mengindikasikan tingkat keberhasilan atau 
kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
aparatur pemerintah. Studi menunjukkan 
bahwa banyak OPD masih menghadapi 
berbagai tantangan dalam mencapai kinerja 
manajerial yang optimal (Darmawan, 2016).  

Hasil evaluasi Kementerian PAN-
RB atas kinerja pemerintah di Indonesia 
pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 
kegagalan instansi pemerintah dalam 
mengimplementasikan kegiatan yang 
berdampak langsung pada pencapaian 
tujuan dan alokasi anggaran yang sesuai, 
mengindikasikan bahwa perencanaan di 
sektor publik masih belum optimal. 
Perencanaan strategis yang efektif sangat 
penting dalam sektor publik, karena 
memberikan kerangka kerja bagi pimpinan 
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untuk mengarahkan upaya mereka menuju 
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 
Kinerja manajerial yang baik sangat 
bergantung pada kemampuan untuk 
menyusun target dan misi yang jelas serta 
sasaran yang dapat terukur, yang 
selanjutnya diterjemahkan ke dalam 
rencana tindakan yang konkret. Dengan 
demikian, perencanaan yang tepat tidak 
hanya meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas organisasi, tetapi juga secara 
langsung berkontribusi pada peningkatan 
kinerja manajerial yang lebih baik (LAN, 
2021).  

Hal ini sejalan dengan Goal Setting 
Theory yang diperkenalkan oleh Locke 
pada tahun 1969. Teori ini mendukung 
gagasan bahwa tujuan yang jelas, spesifik, 
dan menantang dapat menginspirasi 
individu dan meningkatkan kinerja (Locke 
& Latham, 1990). Dalam konteks instansi 
pemerintah, memiliki sasaran anggaran 
yang jelas merupakan penerapan prinsip-
prinsip teori ini yang dapat membantu 
mengarahkan upaya dan sumber daya ke 
arah tujuan strategis. 

Penelitian mengenai kinerja 
manajerial sudah lama dilakukan oleh 
Mahoney sejak tahun 1960-an yang telah 
menjadi acuan dalam banyak penelitian 
seperti yang dilakukan oleh Burkert et al. 
(2011); Cheng (2012); Lau & Martin-
Sardesai (2012); Hammad et al. (2013). 
Menurut Muzahid (2019) salah satu faktor 
penentu kinerja manajerial organisasi 
sektor publik adalah seberapa jelas sasaran 
anggaran yang ditetapkan oleh organisasi. 
Kenis (1979) mengungkapkan bahwa 
kejelasan sasaran anggaran merujuk pada 
sejauhmana tujuan anggaran ditentukan 
secara jelas dan spesifik, sehingga dapat 
dipahami dengan baik oleh aparat yang 
bertanggung jawab terhadap pencapaian 
sasaran anggaran. Adanya tujuan dan 
sasaran anggaran yang terdefinisi dengan 
jelas dalam suatu organisasi mencerminkan 
peran utama manajemen yang dapat 
berkontribusi pada peningkatan kinerja 
(Arum et al., 2016). 

Berdasarkan telaah literatur, 
penelitian-penelitian yang menguji 
pengaruh kejelasan sasaran anggaran 
terhadap kinerja manajerial memperoleh 
temuan yang beragam. Penelitian yang 
dilakukan oleh Kewo (2014); Husseein et al. 
(2016); Hutama & Yudianto (2019); 
Oktaviana et al. (2019); Nissa et al. (2022); 
Alhasnawi et al. (2023) mengenai pengaruh 
kejelasan sasaran anggaran dan kinerja 
manajerial, menyimpulkan bahwa 
kejelasan sasaran anggaran berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja 
manajerial. 

Faktor selanjutnya yang dapat 
mempengaruhi kinerja manajerial 
organisasi sektor publik adalah 
pengendalian internal (Sastrawan et al., 
2019). Pengendalian internal diterapkan 
pada seluruh aktivitas pemerintahan untuk 
mencegah kecurangan, melakukan 
pengawasan, dan memberikan arahan pada 
setiap tindakan aparat, sehingga 
penggunaan sumber daya dapat dilakukan 
dengan efektif dan efisien. Dengan adanya 
pengendalian internal, setiap program atau 
kegiatan dapat berjalan sesuai harapan yang 
berdampak positif pada kinerja aparat 
(Hutama & Yudianto, 2019). Meskipun 
demikian, banyak OPD di Indonesia masih 
menghadapi tantangan dalam menerapkan 
sistem pengendalian internal yang efektif, 
yang tercermin dari berbagai kasus 
inefisiensi dan korupsi yang terjadi di 
pemerintah daerah (Kewo, 2020). 

Penelitian yang menghubungkan 
antara pengendalian internal dan kinerja 
manajerial sebelumnya telah dilakukan 
oleh Kewo (2014); Sastrawan et al. (2019); 
Kewo (2020) yang menyatakan bahwa 
pengendalian internal berpengaruh positif 
dan signifikan dengan kinerja manajerial. 

Kualitas SDM juga memainkan 
peran penting dalam kinerja manajerial 
OPD. SDM yang kompeten dan terlatih 
mampu mengimplementasikan kebijakan 
dan program secara efektif. Fadillah et al. 
(2020) menyatakan bahwa kualitas SDM 
yang baik mencakup kompetensi teknis, 
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kemampuan manajerial, dan keterampilan 
interpersonal. Penelitian oleh Indriana et al. 
(2017) menunjukkan bahwa investasi 
dalam pengembangan SDM berkontribusi 
positif terhadap kinerja manajerial.  

Kualitas Sumber Daya Manusia 
dapat menjadi suatu unsur dan komponen 
yang dapat mempengaruhi dan 
meningkatkan kinerja manajerial, hal ini 
dipertegas dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Aziz et al. (2018) dan 
Caeiro et al. (2023) menemukan bahwa 
kualitas SDM berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja manajerial 
pemerintah daerah. 

Fenomena yang berkaitan dengan 
kinerja manajerial di pemerintahan Provinsi 
Sumatera Barat pada tahun anggaran 2023 
menunjukkan adanya permasalahan 
signifikan dalam realisasi serapan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD). Pada triwulan pertama tahun 2023, 
realisasi serapan APBD oleh OPD Provinsi 
Sumatera Barat, baik fisik maupun 
keuangan, masih jauh dibawah target yang 
ditetapkan. Data dari pemerintah Provinsi 
Sumatera Barat terhitung hingga 29 Maret 
2023 menunjukkan bahwa realisasi fisik 
hanya mencapai 14,4% dari target 24,41%. 
Sementara itu, realisasi keuangan baru 
mencapai 6,3% dari target 16,05%, dengan 
total anggaran sebesar Rp6,7 triliun 
(Elfisha, 2023). 

Serapan anggaran pada awal tahun 
sering kali masih rendah dan grafiknya 
akan meningkat menjelang akhir tahun. 
Namun, dengan adanya perencanaan yang 
baik harusnya serapan anggaran tersebut 
bisa direalisasikan secara merata sejak awal 
tahun. Selain itu, pengendalian internal 
setiap OPD sangat diperlukan dalam 
pelaksanaan program dan kegiatan yang 
akan dilaksanakan sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinya (Natalia et al., 2019). 
Dalam menghadapi isu-isu kinerja 
manajerial OPD, penerapan Goal Setting 
Theory dapat memberikan solusi dengan 
mengarahkan fokus pada penetapan sasaran 
anggaran yang jelas, penguatan sistem 

pengendalian internal, dan peningkatan 
kualitas SDM. 

Oleh karena itu, berdasarkan 
fenomena yang telah dipaparkan maka 
penelitian mengenai kinerja manajerial ini 
penting dilakukan untuk memberikan 
rekomendasi yang dapat 
diimplementasikan oleh pemerintah daerah 
dalam upaya meningkatkan kinerja 
manajerial OPD, sehingga dapat 
berdampak positif pada pelayanan publik 
dan pencapaian tujuan strategis daerah. 
 
TINJAUAN LITERATUR 
Goal Setting Theory 

Goal Setting Theory menjadi 
kerangka kerja yang relevan dalam 
memahami bagaimana variabel seperti 
kejelasan sasaran anggaran, pengendalian 
internal, dan kualitas SDM berkontribusi 
terhadap kinerja manajerial di organisasi 
perangkat daerah (OPD). Kejelasan sasaran 
anggaran berarti bahwa setiap pimpinan 
memahami dengan tepat alokasi sumber 
daya keuangan dan prioritas pengeluaran 
yang harus dicapai. Locke dan Latham 
(2006) menekankan bahwa tujuan yang 
jelas dan spesifik memberikan arah yang 
lebih baik bagi individu untuk 
mengarahkan usaha mereka. Dengan 
sasaran anggaran yang jelas, pimpinan 
OPD dapat fokus pada pencapaian tujuan 
anggaran yang telah ditetapkan, 
mengurangi ambiguitas dan ketidakpastian 
dalam pengelolaan anggaran (Kenis, 1979). 
Sejalan dengan pendapat Davis (1981), 
bahwa goal setting theory adalah 
manajemen penetapan sasaran yang 
meliputi perencanaan, pengawasan, 
penilaian pegawai serta keseluruhan sistem 
kinerja dalam organisasi untuk mencapai 
target kinerja. Teori ini menekankan 
pentingnya pengendalian internal dalam 
menyediakan kerangka kerja yang 
mendukung pencapaian tujuan organisasi. 
Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia 
(SDM) juga memainkan peran penting 
dalam mengoptimalkan kinerja manajerial. 
Menurut Tziner et al. (2016), kualitas SDM 
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yang tinggi, termasuk keahlian teknis dan 
kompetensi manajerial yang kuat, dapat 
meningkatkan kemampuan individu dalam 
menetapkan dan mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan. 
 
Kinerja Manajerial 

Kinerja manajerial adalah 
pencapaian yang dicapai oleh individu atau 
kelompok dalam sebuah organisasi atas 
dijalankannya kegiatan-kegiatan manajerial 
yaitu perencanaan, investigasi, 
pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, 
pengaturan staf, negosiasi, dan perwakilan 
atau representasi demi tercapainya tujuan 
organisasi (Mahoney et al., 1963). Kinerja 
manajerial merupakan seberapa jauh 
manajer melaksanakan fungsi-fungsi 
manajemen. Kinerja manajerial ini dapat 
diukur menggunakan beberapa indikator 
yang dikembangkan oleh Mahoney et al. 
(1965) yaitu: 1) perencanaan 2) investigasi 
3) koordinasi 4) evaluasi 5) pengawasan 6) 
pengaturan staf. 
 
Kejelasan Sasaran Anggaran 

Kejelasan sasaran anggaran 
mencerminkan seberapa jauh sasaran 
tersebut ditetapkan dengan jelas dan 
spesifik, agar pemegang tanggung jawab 
dapat memahami pencapaian tujuan 
anggaran tersebut (Kenis, 1979). Agar 
pengukuran kejelasan sasaran anggaran 
efektif maka ada beberapa indikator yang 
diperlukan (Saraswati, 2019) yaitu:  
a. Jelas, artinya sasaran anggaran yang 

akan dicapai harus dinyatakan secara 
jelas serta tidak memiliki makna ganda.  

b. Spesifik, artinya sasaran anggaran yang 
ingin dicapai harus diuraikan secara 
spesifik dan detail, agar tidak 
menimbulkan interpretasi bermacam-
macam.  

c. Dimengerti, artinya sasaran anggaran 
yang ingin dicapai mudah dimengerti 
serta menjadi prioritas utama. 

 
Pengendalian Internal 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), 
definisi pengendalian intern adalah proses 
yang integral pada tindakan dan kegiatan 
yang dilakukan secara terus menerus oleh 
pimpinan dan seluruh pegawai untuk 
memberikan keyakinan memadai atas 
tercapainya tujuan organisasi melalui 
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan 
pelaporan keuangan, pengamanan aset 
negara, dan ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan.  

Sistem pengendalian intern yang 
baik dalam suatu organisasi akan mampu 
menciptakan keseluruhan proses kegiatan 
yang baik pula, sehingga akan memberikan 
dampak positif bagi kinerja manajerial. 
Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2008 meliputi: 1) lingkungan 
pengendalian 2) penilaian risiko 3) kegiatan 
pengendalian 4) informasi dan komunikasi 
5) pemantauan. 

 
Kualitas SDM 

Kualitas SDM merujuk pada 
kemampuan individu untuk menjalankan 
tugas dan tanggung jawab yang diberikan 
kepada mereka, didukung oleh pendidikan, 
pelatihan, dan pengalaman yang memadai 
(Tjiptoherijanto dalam Alimbudiono & 
Andono, 2004). Penilaian terhadap kinerja 
dan kualitas SDM dalam menjalankan suatu 
fungsi dapat dilihat dari tingkat tanggung 
jawab dan kompetensi sumber daya 
tersebut. Tanggung jawab tercermin dalam 
deskripsi jabatan, yang menjadi dasar untuk 
melaksanakan tugas dengan baik. 
Sementara itu, kompetensi dapat diamati 
dari latar belakang pendidikan, pelatihan, 
dan keterampilan yang terwujud dalam 
pelaksanaan tugas (Bonder et al., 2011). 
 
Hipotesis penelitian 
H1: Kejelasan sasaran anggaran secara 
signifikan berpengaruh positif terhadap 
kinerja manajerial OPD Provinsi Sumatera 
Barat 
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H2: Pengendalian internal secara signifikan 
berpengaruh positif terhadap kinerja 
manajerial OPD Provinsi Sumatera Barat 
H3: Kualitas SDM secara signifikan 
berpengaruh positif terhadap kinerja 
manajerial OPD Provinsi Sumatera Barat 
 
METODE 

Penelitian dilakukan di OPD 
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 
melalui survei dan penyebaran kuesioner. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh pejabat struktural pada 26 Dinas di 
lingkup pemerintahan Provinsi Sumatera 
Barat. Teknik yang digunakan untuk 
penentuan sampel dalam penelitian ini 
adalah non-probability yaitu purposive 
sampling. Responden yang digunakan pada 
penelitian ini yaitu seluruh pejabat 
struktural eselon II dan eselon III dari 
masing-masing OPD yang berjumlah 26 
Dinas yang ikut serta dalam menyusun, 
melaporkan anggaran dan terlibat proses 
pelaksanaan anggaran dan menjabat 
sebagai pimpinan atau manajer setiap 
kegiatan, sehingga sampel dalam penelitian 
ini berjumlah 154 orang. Teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis regresi linear berganda 
menggunakan software SPSS versi 26. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Uji Validitas 

Penelitian ini menyatakan bahwa 
seluruh pernyataan pada kuesioner ini valid, 
karena r hitung seluruh item pernyataan 
pada kuesioner dengan menggunakan uji 
Pearson (uji yang membandingkan r hitung 
dengan r tabel) lebih besar atau sama 
dengan r tabel (0,361), dengan nilai korelasi 
terendah 0,454. 

 
Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas pada penelitian ini 
dilaksanakan dengan menggunakan 
Cronbach’s Alpha.  

 
 
 

Tabel 1. Hasil Uji Realibilitas 
 

Variabel Cronbac
h’s Alpha 

Standar 
Reliabilit

as 

Keterang
an 

Kejelasan 
Sasaran 
Anggaran 

0,826 0,600 Reliabel 

Pengendali
an Internal 0,859 0,600 Reliabel 

Kualitas 
SDM 0,871 0,600 Reliabel 

Kinerja 
Manajerial 0,938 0,600 Reliabel 

 
Hasil uji reliabilitas tersebut 

menunjukkan bahwa semua variabel 
memiliki koefisien Cronbach’s Alpha lebih 
besar dari 0,600. Jadi, dapat disimpulkan 
bahwa instrument kejelasan sasaran 
anggaran, pengendalian internal, kualitas 
SDM dan kinerja manajerial reliabel. 

 
Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas  

Berdasarkan tabel hasil uji 
normalitas diperoleh nilai Kolmogorov 
Smirnov dengan Asymp.Sig (2-tailed) 
sebesar 0,200 > 0,05, maka dapat 
disimpulkan bahwa seluruh data 
berdistribusi normal sehingga layak untuk 
menggunakan teknik analisis regresi.  
Uji Multikolinearitas  

Pendeteksian multikolinearitas 
dalam model regresi pada penelitian ini 
dilihat berdasarkan nilai tolerance dan 
variance inflation factor (VIF). Model 
regresi dinyatakan terbebas dari 
multikolonieritas jika nilai tolerance > 0,1 
dan nilai VIF < 10. Berdasarkan uji 
multikolinearitas yang dilakukan nilai 
tolerance untuk variabel Kejelasan Sasaran 
Anggaran (X1) sebesar 0,532, 
Pengendalian Internal (X2) sebesar 0,367, 
dan Kualitas SDM (X3) sebesar 0,385 lebih 
besar dari 0,1. Nilai VIF untuk variabel 
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) sebesar 
1,881, Pengendalian Internal (X2) sebesar 
2,728, dan Kualitas SDM (X3) sebesar 
2,595 tidak lebih besar dari 10. Maka, dapat 
disimpulkan bahwa antar variabel 
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independen tidak memiliki korelasi yang 
kuat atau tidak terdapat gejala 
multikolonieritas.  
Uji Heterokedastisitas  

Pada penelitian ini uji 
heteroskedastisitas dilakukan dengan 
menggunakan grafik Scatterplot. 

 

 
Gambar 1. Grafik Scatterplot 

 
Berdasarkan gambar di atas menunjukkan 
bahwa titik-titik tidak tersebar secara 
teratur. Titik-titik pada grafik di atas 
tersebar secara acak dan tersebar merata 
baik di bawah angka 0 pada sumbu Y dan 
juga di atas angka 0 pada sumbu Y. Hal ini 
menunjukkan bahwa tidak terjadi 
heteroskedastisitas pada model regresi 
penelitian ini. 
 
Analisis Regresi Linear Berganda 

Berdasarkan dari hasil pengujian 
mengenai pengaruh kejelasan sasaran 
anggaran, pengendalian internal, kualitas 
SDM, dan kinerja manajerial. Maka dapat 
disusun persamaan sebagai berikut:  

 
Y = 11,459 + 0,231X1 + 0,055X2 + 

0,719X3 + e 
 
Uji Hipotesis 
Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran 
Terhadap Kinerja Manajerial 

Berdasarkan hasil uji statistik t, 
diperoleh nilai t sebesar 8,999 (sig = 0,000). 
Hasil ini menunjukkan bahwa kejelasan 
sasaran anggaran memiliki pengaruh 
signifikan terhadap kinerja manajerial OPD 
Provinsi Sumatera Barat dan memiliki arah 
hubungan yang positif, sehingga pada 
penelitian ini hipotesis pertama terdukung. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
semakin baik diterapkannya kejelasan 
sasaran anggaran maka kinerja manajerial 
yang dihasilkan oleh pimpinan juga akan 
semakin meningkat. Hal ini konsisten 
dengan teori yang dinyatakan oleh Kenis 
(1979) bahwa kejelasan sasaran anggaran 
merupakan sejauhmana tujuan anggaran 
ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan 
tujuan agar anggaran tersebut dapat 
dimengerti oleh orang yang bertanggung 
jawab atas pencapaian sasaran tersebut. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian Hutama & Yudianto (2019); 
Oktaviana et al. (2019); Nissa et al. (2022); 
Alhasnawi et al. (2023), bahwa adanya 
kejelasan sasaran anggaran mengacu pada 
anggaran yang telah dibuat dan dapat 
dimengerti secara jelas dan spesifik sesuai 
dengan apa yang telah direncanakan 
sebelumnya berdampak baik terhadap 
kinerja atau aktivitas manajerial dari aparat 
itu sendiri. Fakta yang ditemukan di 
lapangan menunjukkan hubungan yang 
sesuai satu sama lain dimana dengan 
adanya kejelasan sasaran anggaran maka 
aparat dapat menentukan target dalam 
mencapai anggaran tersebut, dan 
merumuskan apa saja yang akan dilakukan 
sehingga apa yang telah ditargetkan pada 
awalnya dapat terealisasi dengan baik. 
Pengaruh Pengendalian Internal 
Terhadap Kinerja Manajerial 

Berdasarkan hasil uji statistik t, 
diperoleh nilai t sebesar 10,680 (sig = 
0,000). Hasil ini menunjukkan bahwa 
pengendalian internal memiliki pengaruh 
signifikan terhadap kinerja manajerial OPD 
Provinsi Sumatera Barat dan memiliki arah 
hubungan yang positif, sehingga pada 
penelitian ini hipotesis kedua terdukung. 

Pengendalian internal berfungsi 
untuk menjaga kinerja aparat pemerintah 
tetap baik, tertib, terkendali dan melakukan 
praktik kerja yang sehat. Penelitian yang 
dilakukan oleh Kewo (2014) menyatakan 
bahwa prosedur dan kebijakan merupakan 
komponen dalam hal Sistem Internal 
Pengendalian Pemerintah (SPIP) dan 
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komponen inilah yang akan meyakinkan 
adanya kepastian telah tercapainya sasaran 
serta tujuan organisasi, sehingga ketika 
tujuan dan sasaran telah tercapai maka 
dengan demikian dapat meningkatkan 
kinerja manajerial. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 
hasil penelitian terdahulu yang dilakukan 
oleh Sastrawan et al. (2019) dan Kewo 
(2020) menyatakan bahwa dalam suatu 
pencapaian tujuan organisasi, perlunya 
sistem pengendalian internal pemerintah 
yang dilaksanakan dengan efektif dan 
efisien disesuaikan dengan kompleksitas 
instansi, ukuran instansi, dan fungsi 
instansi pemerintah tersebut.  
Pengaruh Kualitas SDM Terhadap 
Kinerja Manajerial 

Berdasarkan hasil uji statistik t, 
diperoleh nilai t sebesar 16,368 (sig = 
0,000). Hasil ini menunjukkan bahwa 
kualitas SDM memiliki pengaruh 
signifikan terhadap kinerja manajerial OPD 
Provinsi Sumatera Barat dan memiliki arah 
hubungan yang positif, sehingga pada 
penelitian ini hipotesis ketiga terdukung. 

Semakin tingginya kualitas sumber 
daya manusia akan meningkatkan kinerja 
manajerial aparatur pemerintah daerah. 
Terdapat beberapa indikator kualitas 
sumber daya manusia, antara lain adanya 
deskripsi jabatan, latar belakang 
pendidikan, perilaku aparatur, pendidikan 
dan pelatihan serta pembagian kerja dan 
penempatan aparatur dalam suatu instansi. 
Deskripsi jabatan merupakan penjabaran 
mengenai tugas, peran dan fungsi yang ada 
pada Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis 
sehingga aparatur sudah memiliki panduan 
untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi 
tanggung jawabnya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 
hasil penelitian yang dilakukan oleh Aziz et 
al. (2018) dan Caeiro et al. (2023) yang 
menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya 
manusia berpengaruh positif signifikan 
terhadap kinerja manajerial aparatur 
pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan 
karena sumber daya manusia merupakan 

penentu keberhasilan organisasi, jika suatu 
organisasi memiliki aparatur yang 
berkualitas maka akan meningkatkan 
kinerja pimpinan yang ada di dalam 
organisasi tersebut. 

 
PENUTUP 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja 
manajerial OPD Provinsi Sumatera 
Barat.  

2. Pengendalian internal berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja 
manajerial OPD Provinsi Sumatera 
Barat. 

3. Kualitas SDM berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja manajerial 
OPD Provinsi Sumatera Barat. 

Saran 
1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya 

dapat mengukur variabel dengan 
menambahkan wawancara terhadap 
responden. Metode wawancara 
digunakan untuk memperkuat hasil 
penelitian untuk observasi langsung 
untuk memverifikasi dan melengkapi 
data yang diperoleh. 

2. Penelitian selanjutnya juga diharapkan 
dapat mengembangkan variabel-
variabel lain yang dapat mempengaruhi 
peningkatan kinerja manajerial seperti 
menambahkan faktor internal atau 
eksternal yang mempengaruhi kinerja 
aparatur pemerintah 
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